
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NON{OR : 232 TAHUN : 1990 SERI : C NO' 2

PERATTJRAN DAERAII PROPINSI DAERAII TINGKAT I BALI
NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG
ANGKUTAI\ PARNYISATA

DENGAI{ RAIAIMAT TTJI{AN YAI'IG I\{AI{A ESA

GUBERNT'R IGPAI.ADAERAII TINGKAT I BALI'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang upaya dan ke-
giatan pengembangan kepariwisataan di Pro-
pinsi Dierah Tingkat I Bali diperlukan adanya
sarana Angkutan Pariwisata yang memadai.

bahwa angkutan Pariwisata sebagai salah satu
komponen utama dalam pengembangan keparl-
wi sataan, perlu men dapat perhatian Pemerintah
Daerah untuk ditata, diamankan dan dikendali-
kan perkembangannya agar tidak terjadi masa-

lah ekonomi, sosial dan gangguan keamanan
serta ketertiban masyarakat yang ditimbulkan
akibat adanya usaha dan kegiatan angkutan ter-
sebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hu-
ruf a dan b dipandang perlu mengatur Angkutan

b.
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Mengingat

Pariwisata dengan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

'1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok'Pemerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 19?4
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor a037) ; 

,

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 ten-
tang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nornor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor f649) ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun lg61 ten-
tang Ketcntuan-ketentuan Pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lg61 Nomor 245;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 2289);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 ten-
tang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor
27L0);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ten-
tang IGcelakaan LaIu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
138; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 272L);

6. 96b tentang
Raya (Lem-
Tahun 1965

Nomor 25).; Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 2742);
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Menetapkan i

?. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 ten-
tangJalan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembar-
an Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965

tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Pe-
numpang (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1965 Nomor 28) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965
tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No-
mor 29) ;

10. Instruksi Fresiden Nomor 9 Tahun 1969 ten-
tang Pengembangan Kepariwisataan ;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Tanggal 9

Oktober 1987, Nomor l{vl 223/NJ.002/PHB-87,
tentang Pemberian Kemudahan untuk kelan-
caran Angkutan Pariwisata dengan Kendaraan
Bermotor di Jalan ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah
Propinsi Daerah Tirigkat I Bali (Lembaran Dae-
rah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987

Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG ANGKUTAN PAR,I-

WISATA
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BAB I
IGTENTUAN UMTJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de-
ngan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Bali ;

c. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan
menggunakan Kendaraan lJmum yang diguna-

-kan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari
tempat-tempat atau daerah obyek wisata yang

- terdiri dari jenis bus, mikrobus, sedan dan ken-
daraan lainnya yang ditetapkan dengan Kepu-
tusan Gubernur Kepala Daerah ;

d. Obyek Wisata adalah daerah atau tempat-tempat
yang menjadi tujuan untuk dikunjungi wisata-
wan;

e. Pengusaha Angkutan Pariwisata adalah sese-
orang yang bertanggung jawab terhadap perse-
kutuan atau Badan Hukum yang menjalankan
usaha dan kegiatin di bidang Angkutan Pariwi-
sata;

t. Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian
dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke
tempat lain dengan menikmati perjalanan dari
kunjungan itu.

BAB II
PERSYARATAI\ PENGUSNIAAN

Pasal 2

Usaha Angkutan Pariwisata hanya dapat dilaku-
kan oleh Perusahaan Nasional yang terdaftar dan
bertempat tinggal tetap di Wilayah Daerah Tingkat
I Bali.
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Pasal 3
(1) 'Pengusaha Angkutan Pariwisata harus ber-

bentuk Badan Hukum yang secara khusus ber-
gerak di bidang Angkutan Pariwisata ;

(2) Untuk Perusahaan Angkutan Pariwisata wa-
jib menggunakan kendaraan bermotor dengan
Nomor Kendaraan Daerah Tingkat I Bali dan
minimal memiliki 5 buah kendaraan ;

(3) Harus memiliki tempat parkir/garase.

BAB III
PERIJINAN

Pasal 4

Setiap Pengusaha Angkutan Pariwisata yang
akan mendirikan Usaha Angkutan Pariwisata
harus memiliki persetujuan prinsip dari Gu-
bernur Kepala Daerah.

Untuk memperoleh persetujuan prinsip dimak-
sud ayat (1), Pengusaha Angkutan Pariwisata
harus mengajukan permohonan kepada Guber-
nur Kepala Daerah dengan melampirkan copy
akte pendirian perusahaan Angkutan Pariwi-
sata.

Berdasarkan persetujuan prinsip dimaksud
ayat (1), Pengusaha Angkutan Pariwisata me-
mohon ijin Usaha Angkutan Pariwisata seba-
gaimana ditentukan pasal8 ayat (1).

Persetujuan Prinsip dimaksud ayat (1), berlaku
selama 2 (dua) bulan.

Pasal 6
(1) Setiap Usaha Angkutan Pariwisata diharuskan

memiliki :

Ijin Usaha Angkutan Pariwisata.
Ijin Operasi Angkutan Pariwisata.

(1)

(2)

(3)

Q)

a.

b.
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(2)

(3)

(1)

Q)

Ijin dimaksud dalam ayat (1) a diberikan oleh
Gubernur IGpala Daerah.

Ijin dimaksud ayat (1) b diberikan oleh :

a. IGntor Wilayah Departemen Perhubungan
Propinsi Bali untuk Angkutan Pariwisata
dalam Daerah fingkat I Bali.

b. Pejabat yang ditunjqk'oleh Menteri Perhu-
bungan untuh Angkutan Pariwisata antar
Propinsi.

Pasal 6

Ijin Usaha Angkutan Pariwisata tidak boleh dimi-
liki oleh Perusahaan yang sudah memiliki Ijin
Usaha Hotel, Losmen dan Biro Perjalanan.

Pasal 7

Ijin Usaha Angkut3n Pariwisata diberikan un-
tuk jangka waktu selama usaha masih berjalan
serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Untuk penelitiannya diwajibkan mendaftar
ulang setiap 1 (satu) tahun.

Ijin Operasi Angkutan Pariwisata berlaku un-
tuk berlaku jangka waktu selama 5 (lima) ta-
hun sedangkan l(artu Pengawasan (KPS) se-
bigai alat pengendalian Angkutan Pariwisata
berlaku 1 (satu) tahun dan keduanya dapat di-
perpanjang, sesuai keperluan. dan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 8
(f) Untuk memperoleh Ijin Usaha Angkutan Pari-

wisata dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) a Peng-
usaha Angkutan Pariwisata harus mengajukan
permohonan kepada Gubernur lGpala Daerah
dengan melampirkan :

a. Copy Persetujuan Prinsip.
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b. Daftar kendaraan bermotor yang akan di-
pergunakan.

Rekomendasi dari Direktorat Lalu Lintas
Polda Nusra.

d. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

e. Fiskal Daerah.

f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk memperoleh Ijin Operasi Angkutan Pari-
wisata dimaksud dalam Pasal S ayat (1) b harus
mengajukan permohonan kepada Kantor Wila-
yah Departemen Perhubungan Propinsi Bali
dengan melampirkan :

a. Copy Ijin Usaha Angkutan Pariwisata yang
telah diberikan oleh Gubernur Kepala Dae-
rah.

b. Hasil Pemeriksaan Kendaraan tentang laik
Jalan.

Untuk memperpanjang Kartu Pengawasan ha-
rus melampirkan :

a. Daftar jumlah kendaraan yang dioperasikan
beserta keterangan laik jalan.

b. Bukti pelunasan Pajak Perusahaan.

p"r.i g

Keputusan Permohonan Perijinan harus sudah
diputuskan dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal permohonan diajukan dan
bila permohonan tersebut ditolak harus diberi-
kan alasan penolakannya.

Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Pariwi-
sata jenis Rent Car yang telah memiliki'ijin
usaha Angkutan Pariwisata dan ijin Operasi
Angkutan Pariwisata dapat diberikan Kartu
Pengawasan Kendaraan Bermotor sebagai

(2)

(3)

(1)
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pengganti sementara Surat Tanda Nomor l(en'
daraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polda
Nusra dalam rangka pengamanan dengan masa
berlaku sesuai masa berlaku STNK

(3) Bagi kendaraan Angkutan Pariwisata yang te-
lah memiliki ijin usaha Angkutan Pariwisata
dan ijin Operasi Angkutan Pariwisata harus
mematuhi undang-un dang peraturan lalu-lintas
dan sopan santun lalu lintas dijalan.

Pasal 10

Ijin Usaha Angkutan Pariwisata dapat dicabut apa-
bila :

a. tidak menjalankan usaha nyata dalam bidang
Angkutan Pariwisata;

b. melanggar ketentuan yang diatur dalam Peratur-
an Daerah ini ;

c. perusahaan jatuh pailit ;

d. memperoleh ijin usaha Angkutan Pariwisata se-

cara tidak sah ;

e. setelah pengusaha yang bersangkutan diberi-
tahukan dengan suratperingatan sampai 3 (tiga)
kali masing-masing dengan tenggang waktu 1

(satu) bulan.

BAB IV
KETENTUAN OPER"ASI

Pasal 11

(1) Angkutan Pariwisata hanya dibenarkan ber-
operasi mengangkut wisatawan melalui jalan-
jalan yang menuju dan dari obyek-obyek wisata
apabila telah memiliki :

a. Ijin Usaha Angkutan Pariwisata ;

b. Ijin Operasi Angkutan Pariwisata.
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(2) Ukuran Kendaraan terbesar yangdiperkenan-
kan untuk memasuki obyek-obyek wisata se-
suai dengan ketentuan klas jalan dan maksi-
mal panjang 900 cm dengan maksimal lebar
250 cm atau dengan muatan sumbu paling be-
rat 5.000 kg.

Pasal 12

(1) Untuk angkutan Pariwisata jenis Rent Car,. 
kendaraan yang disewakan kepada orang lain
baik dengan maupun tanpa pengemudi selama
jangta waktu tertentu hanya dibenarkan de-
ngan menggunakan kendaraan bermotor jenis
Jeep.

(2) I(husus untuk angkutan Pariwisata jenis Rent
Car diijinkan untuk menggunakan plat nomor
kendaraan dengan warna dasar hitam dan kode
huruf akhir RC serta harus dipasang tanda
khusus Rent Car yang bentuk dan jenisnya di-
tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Wisatawan yang mengemudikankendaraan je-
nis Rent Car harus memiliki Surat Ijin Menge-
mudi IGndaraan Bermotor yang dikeluarkan
oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Surat
Ijin Mengemudi lainnya y{tg dinyatakan sah
dan berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

IGndaraan yang dipergunakan sebagai Angkutan
Pariwisata harus memenuhi persyaratan kebersih-
an, keamanan, kenyamanan dan laik jalan melalui
pengujian kendaraan sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.

Pasal 14

Tarif Angkutan Pariwisata untuk semua jenis ken-
daraan, besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah.
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Pasal 15

Pada setiap Angkutan Pariwisata harus ditulis ser-
ta diberi Lambang Perusahaannya sesuai dengan
surat ijin yang dimiliki serta keseragaman warna
cat kendaraan yang ditentukan oleh Perusahaan
dan harus memperglu-lakan tanda khusus kendara-
an bermotor Angkutan Pariwisata sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

BAB V
IGWAJIBAN PENGUSAIIA ANGKUTAN

PARTWISATA

Pasal 16

Para pengusaha Angkutan Pariwisata wajib meng-
gabungkan diri pada Asosiasi Angkutan Pariwisata
yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan
harus terorganisir di bawah Organda.

Pasal 17

Para Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap
kerugian-kerugian yang mungkin akan diderita oleh
pegawai'pegawainya berdasarkan Undang-Undang
Kecelakaan.

Pasal 18

Pengusaha Angkutan Pariwisata wajib mem-
bayar retribusi dan pajak-pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Setiap Pengusaha Angkutan Pariwisata diha-
ruskan membuat laporan bulanan kepada du-
bernur Kepala Daerah dengan tembusan di-
sampaikan kepada :

a. Kepal4 Kepolisian Daerah Nusra;
b. Ka. Kanwil Departcmen Perhubungan Pro-

pinsi Bali ;

(1)

(2)



(1)

(2)

c. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Dati I
Bali.

(3) Laporan dimaksud ayat (2) terdiri dari :

a. Jumlah wisatawan yang diangkut.

b. I(husus untuk Rent Car mencantumkan
identitas penyewa dan kendaraan yang di-
sewa.

BAB VI
PENAMBNIAN KENDARAAN DAN

PERPAT{JAIVGAN IJIN

Pasal 19

Bagi perusahaan Angkutan Pariwisata yang te-
lah memperoleh Ijin Usaha Angkutan Pariwi-
sata dan Ijin Operasi Angkutan Pariwisata da-
pat mengajukan penambahan kendaraan ber-
motor Angkutan Pariwisata.

Penambahan kendaraan bermotor hanya di-
benarkan atas seijin Gubernur Kepala Daerah
melalui permohonan dengan melampirkan :

a. Copy Surat Ijin Angkutan Pariwisata yang
telah diberikan oleh Gubernur Kepala Da-
erah.

b. Da{tar Kendaraan bermotor yang diajukan
untuk penambahan.

c. Rekomendasi dari Direktorat Lalu tintas
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara.

d. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Propinsi
Bali.

(3) Bagi perusahaan yang melakukan penambahan
Angkutan dan telah memperoleh ijin Angkutan
Pariwisata dari Gubernur Kepala Daerah dapat
diberikan Ijin pperasi Angkutan Pariwisata
melalui permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi
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Bali dengan melampirkan persyaratan seperti
tersebut dalam Pasal 8 ayat(2) Peraturan ini.

BAB \rII
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaku-
kan oleh POLRI bersama-sama dengan Instansi
Pemerintah lainnya yang terkait di bidang Angkut-
an Pariwisata dan mempunyai wewenang penyidik-
an berdasarkan KUHAP.

BAB VIII
IGTENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercan-
tum dalam Pasal 11, L2, 73, \4, L8,16, 1?, 18
dan 19.' Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurung-
an selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pe-
langgaran.

BAB D(
IGTENTUAN PENYTDIK

Pasal 22

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas me-
nyidik tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran
tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Per-
aturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pe-
jabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkat-
annya ditetapkan sesuai dengan Peraturan per-
un dang-Undangan yang berlaku.
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BAB X
I{EIENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Usaha Angkutan Pariwisata yang telah ada sebe-
lum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu
6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah
ini harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata
ini, akan dirubah segera setelah keluar Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang Angkutan Wi-
sata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTTJP

Pasal 25

Hal-hal yangbelum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
tidak berlaku lagr segala Ketentuan-Ketentuan

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. Agar supaya setiap orang da-
pat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

yang
ini.
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Denpasar, 4 Oktober 1989.

KETUA DEWAN PERWAKII"AN GUBERNUR KEPALA
RAJ{YIN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGI(AT I
DAERAHTINGKATIBALI, BALI,

ttd.

r GUSTr PUTU RAr{A SH.

trd.

OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 556.024.61-1008 Tanggal : L2-LL - 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 232 tanggal : 28 Nopember 1990
Seri:CNomor:2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEIVA MADE BERATIIA.
NIP. 010049857.
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PENJELASAN
ATAS

PERATT]RAN DAERAII PROPINSI DAERAI{ TINGI(AT I BALI
NOMOR 9 TAIIUN 1989

TE NTAN G

ANGKUTAI\ PARTWISATA

UMUM

1. Bahwa Angkutan Pariwisata adalah merupakan salah satu
komponen utama bagi pengembangan Kepariwisataan di Dae-
rah Tingkat I Propinsi Bali, oleh karena itu perlu dibina, di-
dayagunakan semaksimal mungkin dan diamankan dalam
perkembangannya.
Dalam rangka itu maka agar tercipta adanya perkembangan
yang serasi di antara semua komponen Kepariwisataan ter-
sebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah
yang mengatur tentang perijinan bagi usaha Angkutan Pari-
wisata.

2. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan Kepari-
wisataan menyebabkan perkembangan Angkutan Pariwisata
di Daerah Tingkat I Bali menjadi sangat pesat sekali dengan
berbagai permasalahan dan efek sampingzin yang terjadi serta
timbul karenanya, untrrk itu perlu segera dicegah dan di-
tanggulangi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang
Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, pasal 20 ditetapkan bahwa :

"Pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah", akan tetapi Peraturan Peme-
rintah tersebut sampai saat ini belum direalisir dan ditetap-
kan sehingga dihadapkan kepada masalah perkembangan
Angkutan Pariwisata sekarang ini untuk Daerah Tingkat I
Propinsi Bali. Oleh sebab itu dipandang perlu ditetapkan de-

ngan Peraturan Daerah.
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II. PASAL DEMI E}ASAL

Pasal 1

Pasal 2
Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

ayat (1)

ayat(2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat(2)

ayat (3)

ayat(4)

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

ayat (1) Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Pengusaha Angkutan Pariwisata ha-
rus berbentuk Badan Hukum seperti
PT. CV. Firma atau Koperasi.

Cukup Jelas.

Agar tidak mempergunakan jalan se-
bagai tempat parkir.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan Pengusaha Angkutan Pa-
riwisata harus sudah mengajukan
permohonan ijin usaha angkutan Pari-
wisata.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Dalarn rangka pengamanan
represip dan prepentif, di-
perlukan pemeriksaan frsik
kendaraan yang akan diper-
gunakan sebagai Angkutan
Wisata.

Rekomendasi yang berkaitan
dengan prospek kunjungan
Wisatawan ke Daerah Bali.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
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Pasal 9 :

Pasal 10 :

Pasal 11

ayat(2) Cukup Jelas.

ayat (3) Cukup Jelas.

ayat(1) CukupJelas.

ayat(2) Pemberian Kartu Pengawas Kendaraan
Bermotor Rent Car oleh Polda Nusra se-
bagai kebijaksanaan adalah dalam rang-
ka memberi pengamanan perlindungan
dan pertolongan kepada masyarakat
pengusaha Rent Car untuk mencegah ter-
jadinya perbuatan dan tindak pidana
serta pelanggaran yang dilakukan oleh
para penyewa kendaraan.
Dengan kendaraan dan STNK asli ken-
daraan tersebut menyewa bebas untdk
berbuat terhadap kendaraan yang di-
sewa, sehingga menimbulkan terjadinya
tindak pidana dan pelanggaran.
Dalam rangka untuk mencegah dan me-
nanggulanginya serta guna turut serta
mendukung dan mengendalikan kebijak-
sanaan Pemerintah di bidang perkem-
bangan Rent Car, maka kepada peng-
usaha yang telah memenuhi persyaratan
seperti tersebut dalam ayat pada pasal
ini diberikan Kartu Pengawasan Kenda-
raan Bermotor (KPKB) Sewaan yang ber-
laku sebagai pengganti sementara STNK
yang asli khusus di lingkungan Wilayah
Daerah Tingkat I Propinsi Bali.

ayat (3) Cukup Jelas.

Cukup JElas.

ayat (1) Dplam rangka mewujudkan keamanan,
ketertiban serta untuk mencegah terjadi-
nya persaingan dan Angkutan Pariwisata
liar. Selain dari itu ayat ini dimaksud
untuk mengendalikan dan membatasi
jumlah Angkutan Pariwisata.
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Pasal 12 :

ayat (2) Mengingat jalan-jalan yang menuju ke
Obyek Wisata di daerah Tingkat I Bali
sempit, banyak tikungan dan tanjakan,
serta dalam rangka memelihara keaman-
an, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
kelas serta kualitas jalan, kendaraan
yang diperkenankan perlu dibatasi.

ayat (1) Rent Car dibatasi hanya dengan kendara-
an bermotor jenis Jeep yang diijinkan
untuk beroperasi dengan maksud agar di
lingkungan pengusaha Rent Car terdapat
keseragaman dan adanya pemerataan
pendapatan.

Yang dimaksud dengan Jeep adalah ken-
daraan bermotor yang identitasnya se-
perti tersebut dalam STNIi

ayat(2) Dengan plat nomor warna hitam dimak-
sudkan untuk memberi kemudahan di
jalan raya, sedangkan tanda khusus Rent
Car diperlukan dalam rangka pengawas-
an dan pengamanannya.
Nomor kode akhir yang dimaksud, umpa-
manya DIC 9999 RC.

ayat (3) Yang dimaksud dengan Surat Ijin me-
ngenai lainnya adalah yang dinyatakan
sah dan berlaku di Negara Republik In-
donesia seperti :

a. SIM International (International Dri-
ving Licence).

b. SIM yang dikeluarkan oleh Negara-
Negara yang tergabung dalam Asian.

a). Yang dimaksud dengan memenuhi syarat ke-
bersihan, keamanan dan kenyamanan adalah
kondisi prima yang meliputi kondisi badan
kendaraan, interior, tempat duduk, chassis
dan kelengkapan lainnya.

Pasal 13 :



Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Fasal 21
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b). Pelaksanaan tersebut huruf a ditetapkan de-
ngan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Yangdimaksud dalarn pasal ini adalah untuk men-
cegah tcrjadinya persaingan tarip angkutan yang
dapat menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan
gangguan kamtibmas.

Tanda khusus kendaraan bermotor Angkutan Pa-

riwisata wajib menggunakan tanda Pariwisata
sesuai ukuran yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan agar para pengusaha
Angkutan Pariwisata terorganisir, mempunyai
pola pikir yang sama dalam setiap tindakan dan
kegiatan sehingga tidak terjadi persaingan yang
tidak sehat.

Cukup Jelas.

ayat (1) Di samping membayar retribusi dan pa-
jak-pajak sesuai dengan ketentuan Per-
aturan Perundang-undangan yang ber-
laku juga berkewajiban memungut pre-
mi.
Dana pertanggungan wajib Kecelakaan
penumpang pada Penumpang/Penyewa
serta menyetorkannya setiap bulan ke-
pada I{I. (Persero) Asuransi Kerugian
Jasa Raharja.

ayat(2) Laporan berkala setiap bulan dimaksud
untuk dapat mengikuti perkembangan
Usaha Angkutan Wisata.

ayat(3) CukupJelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.



Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Cukup Jelas.

Cukup Jelhs.

Cukup Jelas;'t
Cukup Jelasl r

i

Cukup Jelas.
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